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ABSTRAK

Investasi asing memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi
Indonesia, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang membutuhkan modal,
teknologi, dan kapasitas produksi yang besar. Di sisi lain, perubahan regulasi dalam
pengelolaan sumber daya alam dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi investor
asing, terutama apabila perubahan tersebut berdampak terhadap perizinan, hak dan kewajiban
investor, kontrak investasi, serta keberlangsungan kegiatan usaha. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai investasi asing dalam pengelolaan sumber
daya alam di Indonesia serta mengkaji kepastian hukum bagi investor asing terhadap perubahan
regulasi di sektor tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang
digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan investasi asing di Indonesia didasarkan pada
berbagai ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal serta peraturan sektoral yang mengatur pengelolaan sumber daya
alam. Perubahan regulasi merupakan kewenangan negara dalam menjalankan fungsi
pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan
prinsip kepastian hukum, perlakuan yang adil, perlindungan terhadap hak investor, serta
kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, kepastian hukum bagi
investor asing tidak berarti bahwa regulasi tidak dapat berubah, melainkan bahwa perubahan
tersebut harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang jelas, transparan,
konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Investor Asing, Investasi, Sumber Daya Alam,
Perubahan Regulasi.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan
salah satu indikator penting dalam
pembangunan nasional karena berkaitan
erat dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat, penciptaan lapangan kerja,
peningkatan pendapatan, serta penguatan
kapasitas produksi suatu negara. Dalam
mencapai pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan, Indonesia membutuhkan

yang bersumber dari dalam negeri maupun
dari luar negeri. Investasi memiliki peranan
strategis dalam menyediakan modal,
meningkatkan kapasitas produksi,
membuka lapangan kerja, mendorong
transfer teknologi, serta meningkatkan daya
saing perekonomian nasional.

Sebagai negara berkembang, Indonesia
memiliki kebutuhan pembiayaan
pembangunan yang besar. Kondisi tersebut



Yol. 16 No. 5 (2026): Lex Crimen- Sept

menjadikan investasi asing sebagai salah
satu instrumen yang dapat mendukung
pembangunan nasional. Investasi asing
tidak hanya memberikan tambahan modal
bagi kegiatan usaha, tetapi juga dapat
berkontribusi  terhadap pengembangan
teknologi, peningkatan kualitas sumber
daya manusia, perluasan jaringan produksi,
dan pengembangan sektor-sektor strategis.
Keberadaan investasi asing menjadi
semakin penting dalam sektor yang
membutuhkan modal besar dan jangka
waktu pengembalian investasi yang relatif
panjang, termasuk sektor pengelolaan
sumber daya alam.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya
alam yang melimpah, antara lain minyak
dan gas bumi, mineral dan batu bara,
kehutanan, perkebunan, serta berbagai
sumber daya energi. Kekayaan tersebut
memiliki nilai ekonomi yang besar dan
menjadi salah satu faktor yang menarik
minat investor asing untuk melakukan
kegiatan usaha di Indonesia. Pengelolaan
sumber daya alam pada dasarnya tidak
hanya berkaitan dengan kepentingan
ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan
kepentingan masyarakat, keberlanjutan
lingkungan, penguasaan negara, serta
kesejahteraan generasi sekarang dan
generasi yang akan datang. Oleh karena itu,
kegiatan investasi dalam pengelolaan
sumber daya alam membutuhkan kerangka
hukum yang mampu menyeimbangkan
kepentingan investor dengan kepentingan
nasional.

Pengaturan mengenai penanaman modal di
Indonesia secara umum terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal. Undang-
undang tersebut memberikan dasar hukum
bagi kegiatan penanaman modal, baik
penanaman modal dalam negeri maupun
penanaman  modal  asing.  Dalam
penyelenggaraan penanaman modal, negara
memberikan jaminan kepastian hukum dan
perlindungan kepada investor dengan tetap
memperhatikan ~ kepentingan  nasional.
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Dengan adanya kepastian hukum, investor
memperoleh dasar yang dapat dijadikan
pedoman dalam melaksanakan kegiatan
usaha serta memperoleh perlindungan
terhadap hak dan kepentingannya sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, kegiatan
investasi asing dalam pengelolaan sumber
daya alam berhadapan dengan dinamika
regulasi yang terus berkembang. Perubahan
kebijakan dan peraturan perundang-
undangan dapat terjadi sebagai akibat dari

perubahan  kebutuhan  pembangunan
nasional, perkembangan ekonomi,
perkembangan teknologi, tuntutan

perlindungan lingkungan, maupun upaya
pemerintah untuk memperbaiki tata kelola
sumber daya alam. Perubahan regulasi
tersebut antara lain dapat berkaitan dengan
perizinan berusaha, pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam, kewajiban
investasi, penggunaan lahan, lingkungan
hidup, perpajakan, serta  berbagai
kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh
investor.

Perubahan regulasi merupakan bagian dari
kewenangan negara dalam mengatur
kehidupan ekonomi dan mengelola sumber
daya alam untuk sebesar-besar
kemakmuran  rakyat. @ Akan tetapi,
perubahan regulasi yang dilakukan secara
terus-menerus atau tidak disertai dengan
ketentuan transisi yang jelas dapat
menimbulkan persoalan bagi investor,
khususnya investor asing yang telah
melakukan investasi dalam jumlah besar
dan memiliki rencana usaha jangka
panjang. Kondisi tersebut  dapat
menimbulkan ketidakpastian mengenai
keberlangsungan izin usaha, hak dan
kewajiban investor, pelaksanaan kontrak,
serta tingkat keuntungan yang dapat
diperoleh dari kegiatan investasi.

Persoalan kepastian hukum menjadi
semakin kompleks ketika perubahan
regulasi berhubungan dengan pencabutan
atau perubahan izin usaha. Izin usaha
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merupakan salah satu instrumen hukum
yang memberikan dasar bagi pelaksanaan
kegiatan investasi. Oleh karena itu,
tindakan pemerintah yang mengubah atau
mencabut izin usaha harus didasarkan pada
kewenangan dan prosedur yang sesuai
dengan ketentuan hukum. Pencabutan izin
yang dilakukan tanpa dasar hukum dan
prosedur yang jelas berpotensi
menimbulkan sengketa antara investor
dengan pemerintah. Dalam konteks
investasi asing, sengketa tersebut tidak
hanya dapat diselesaikan berdasarkan
hukum nasional, tetapi dalam keadaan
tertentu juga dapat berkaitan dengan
mekanisme penyelesaian sengketa investasi
berdasarkan perjanjian internasional yang
mengikat Indonesia.

Di sisi lain, kepastian hukum tidak dapat
dimaknai sebagai jaminan bahwa peraturan
yang berlaku pada saat investasi dilakukan
akan berlaku tanpa perubahan untuk
selamanya. = Negara tetap  memiliki
kewenangan untuk melakukan perubahan
kebijakan dan regulasi berdasarkan
kepentingan umum serta kebutuhan
pembangunan nasional. Oleh sebab itu,
persoalan utama bukan semata-mata
mengenai ada atau tidaknya perubahan
regulasi, melainkan mengenai bagaimana
perubahan  tersebut  dilakukan  dan
diterapkan terhadap investasi yang telah
berjalan.  Prinsip  kepastian  hukum
menuntut agar  perubahan  regulasi
dilakukan berdasarkan kewenangan yang
sah, melalui prosedur yang jelas, dapat
diketahui  oleh  masyarakat,  serta
memperhatikan hak dan kewajiban hukum
yang telah timbul sebelumnya.

Dalam pengelolaan sumber daya alam,
keseimbangan antara kepentingan investasi
dan kepentingan nasional menjadi hal yang
penting. Negara memiliki tanggung jawab
untuk memastikan bahwa pemanfaatan
sumber daya alam memberikan manfaat
bagi masyarakat sekaligus menjaga
kelestarian lingkungan. Pada saat yang
sama, investor membutuhkan lingkungan
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hukum yang jelas dan dapat diprediksi agar
dapat menentukan keputusan investasi
secara  rasional. Dengan  demikian,
kebijakan investasi perlu memberikan
ruang bagi negara untuk menjalankan
fungsi regulasi tanpa mengabaikan
perlindungan terhadap hak-hak investor
yang telah diberikan berdasarkan hukum.

Dinamika perubahan regulasi dalam sektor
sumber daya alam juga menunjukkan
pentingnya harmonisasi antara peraturan
penanaman modal dengan peraturan
sektoral. Ketidaksesuaian atau tumpang
tindih antara berbagai peraturan dapat
menimbulkan interpretasi yang berbeda
dalam pelaksanaan kegiatan investasi.
Kondisi tersebut pada akhirnya dapat
memengaruhi  kepastian hukum bagi
investor dan menimbulkan risiko hukum
dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh
karena itu, pembentukan dan perubahan
regulasi  perlu  dilakukan  dengan
memperhatikan konsistensi, keterpaduan,
transparansi, serta kejelasan mengenai
penerapan ketentuan terhadap kegiatan
usaha yang telah berjalan.

Kepastian hukum bagi investor asing
dengan demikian memiliki posisi yang
penting dalam menciptakan iklim investasi
yang sehat. Kepastian hukum bukan hanya
berkaitan dengan keberadaan peraturan
tertulis, tetapi juga mencakup konsistensi
penerapan hukum, kejelasan kewenangan
pemerintah, perlindungan terhadap hak
yang diperoleh secara sah, serta tersedianya
mekanisme penyelesaian sengketa yang
efektif. Dalam konteks pengelolaan sumber
daya alam, kepastian hukum juga perlu
ditempatkan dalam kerangka kepentingan
nasional, keberlanjutan lingkungan, dan
hak masyarakat atas pemanfaatan sumber
daya alam.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat
persoalan hukum yang perlu dikaji
mengenai bagaimana pengaturan investasi
asing dalam pengelolaan sumber daya alam
di Indonesia dan bagaimana bentuk
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kepastian hukum yang diberikan kepada
investor asing ketika terjadi perubahan
regulasi. Kajian terhadap persoalan tersebut
penting untuk mengetahui sejauh mana
hukum nasional memberikan perlindungan
kepada investor asing sekaligus
memberikan ruang bagi negara untuk
melakukan perubahan kebijakan sesuai
dengan kepentingan nasional. Oleh karena
itu, penelitian ini mengangkat judul
“Kepastian Hukum Bagi Investor Asing
terhadap Perubahan Regulasi
Pengelolaan Sumber Daya Alam.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut,
rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum
mengenai investasi asing dalam
pengelolaan sumber daya alam di
Indonesia?

2. Bagaimana kepastian hukum bagi
investor asing terhadap perubahan
regulasi dalam pengelolaan sumber
daya alam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaturan hukum
mengenai investasi asing dalam
pengelolaan sumber daya alam di
Indonesia.

2. Menganalisis kepastian hukum bagi
investor asing terhadap perubahan
regulasi dalam pengelolaan sumber
daya alam di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
yang dilakukan dengan mengkaji norma-
norma hukum dan bahan kepustakaan
sebagai  sumber utama  penelitian.
Pendekatan yang digunakan meliputi

pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual  approach). Pendekatan
perundang-undangan dilakukan dengan
menelaah berbagai peraturan perundang-
undangan  yang  berkaitan  dengan
penanaman modal asing dan pengelolaan
sumber daya alam di Indonesia. Sementara
itu, pendekatan konseptual digunakan
untuk mengkaji konsep kepastian hukum,
perlindungan hukum, investasi asing, serta
kewenangan negara dalam melakukan
pengaturan terhadap sumber daya alam.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas
bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan
hukum  primer = meliputi  peraturan
perundang-undangan dan instrumen hukum
internasional yang relevan. Bahan hukum
sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil
penelitian, dan pendapat para ahli hukum,
sedangkan bahan hukum tersier digunakan
sebagai  bahan  pendukung  untuk
memberikan penjelasan terhadap istilah dan
konsep yang digunakan dalam penelitian.
Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis
secara  kualitatif untuk memperoleh
argumentasi hukum mengenai kepastian
hukum bagi investor asing terhadap
perubahan regulasi pengelolaan sumber
daya alam di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum  Mengenai
Investasi Asing Dalam Pengelolaan
Sumber Daya Alam Di Indonesia

Pengaturan  investasi  asing  dalam

pengelolaan sumber daya alam (SDA) di

Indonesia memiliki dasar hukum yang

bersifat hierarkis, mulai dari UUD NRI

Tahun 1945 hingga peraturan sektoral.

Landasan konstitusional utamanya terdapat

dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD

NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa

bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh

negara dan digunakan sebesar-besarnya
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untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan
SDA juga harus dilakukan berdasarkan
prinsip  pembangunan  berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, dan
keseimbangan ekonomi nasional.

Keterlibatan  investor asing  dalam
pengelolaan ~ SDA  pada  dasarnya
diperbolehkan, tetapi tidak berarti negara
kehilangan kewenangannya atas SDA.
Berdasarkan  penafsiran Mahkamah
Konstitusi, konsep “dikuasai oleh negara”
mencakup kewenangan untuk membuat
kebijakan, melakukan pengurusan,
pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan.
Dengan demikian, investor asing dapat
berpartisipasi dalam pengelolaan SDA
sepanjang kegiatan tersebut tetap berada
dalam kerangka hukum nasional dan negara
tetap menjalankan fungsi penguasaannya.

Dasar umum investasi asing diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal. Penanaman
modal asing dapat dilakukan dengan modal
asing sepenuhnya maupun melalui kerja
sama dengan modal dalam negeri. Investor
asing yang menjalankan usaha di Indonesia
pada prinsipnya wajib menggunakan badan
usaha berbentuk Perseroan Terbatas
berdasarkan hukum Indonesia, kecuali
ditentukan lain oleh undang-undang. UU
Penanaman Modal juga menetapkan asas
kepastian hukum, keterbukaan,
akuntabilitas, perlakuan yang sama,
keberlanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam kaitannya dengan bidang usaha,
investasi asing tidak berlaku secara bebas
tanpa batas. Berdasarkan Pasal 12 UU
Penanaman  Modal dan  ketentuan
pelaksananya, bidang usaha dapat berupa
bidang usaha terbuka, tertutup, terbuka
dengan persyaratan, serta bidang usaha
yang hanya dapat dilakukan oleh
Pemerintah Pusat. Pengaturan tersebut
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merupakan bentuk kewenangan negara
untuk menentukan sektor yang dapat
dimasuki modal asing dengan
mempertimbangkan kepentingan nasional,
lingkungan hidup, serta kepentingan
masyarakat.

Perkembangan regulasi juga menunjukkan
adanya perubahan sistem perizinan menjadi
perizinan  berusaha  berbasis  risiko.
Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025,
kegiatan usaha memperoleh perizinan
sesuai tingkat risikonya. Pendekatan
tersebut sangat relevan bagi sektor SDA
karena kegiatan pertambangan, kehutanan,
energi, dan sektor lainnya memiliki potensi
dampak yang besar terhadap lingkungan
dan masyarakat. Sistem OSS diharapkan
meningkatkan integrasi dan kepastian
proses perizinan, tetapi penyederhanaan
perizinan tetap harus disertai pengawasan
terhadap kewajiban substantif investor.

Selain memperoleh hak, investor asing
memiliki  berbagai  kewajiban. UU
Penanaman Modal mewajibkan investor
menerapkan tata kelola perusahaan yang
baik, melaksanakan tanggung jawab sosial,
membuat laporan kegiatan penanaman
modal, menghormati budaya masyarakat
setempat, serta  menaati  peraturan
perundang-undangan. Investor  juga
bertanggung jawab menjaga kelestarian
lingkungan  dan  keselamatan  serta
kesejahteraan pekerja. Khusus untuk
sumber daya alam yang tidak terbarukan,
investor diwajibkan menyediakan dana
untuk pemulihan lokasi sesuai standar
lingkungan.

Aspek lingkungan menjadi bagian penting
dalam investasi SDA. UU Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP
Nomor 22 Tahun 2021 mengatur berbagai
instrumen  perlindungan  lingkungan,
termasuk persetujuan lingkungan,
pengendalian pencemaran, pengelolaan
limbah, pengawasan, dan sanksi. Oleh
karena itu, investor asing  harus
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mempertimbangkan dampak lingkungan
sejak tahap perencanaan hingga
pelaksanaan dan berakhirnya kegiatan
usaha.

Pada sektor pertambangan mineral dan batu
bara, pengaturannya dilakukan melalui UU
Minerba yang telah mengalami beberapa
perubahan, termasuk UU Nomor 2 Tahun
2025. Investor asing tidak memperoleh
kepemilikan otomatis atas mineral yang
berada di dalam bumi, melainkan
memperoleh hak melakukan kegiatan usaha
berdasarkan izin dan persyaratan yang
ditetapkan negara. Kebijakan hilirisasi juga
menjadi bagian penting dalam sektor ini
dengan tujuan meningkatkan nilai tambah
sumber daya mineral di dalam negeri. Oleh
karena itu, keberhasilan investasi asing
tidak hanya diukur dari jumlah modal yang
masuk, tetapi juga dari transfer teknologi,
peningkatan  tenaga kerja  nasional,
penerimaan negara, pengembangan industri
nasional, keterlibatan usaha nasional, dan
perlindungan lingkungan.

Pada sektor minyak dan gas bumi,
pengelolaan didasarkan antara lain pada
UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi. Investasi asing dapat
dilakukan  melalui mekanisme yang
ditetapkan pemerintah, termasuk kontrak
kerja sama dalam kegiatan hulu migas.
Investor memperoleh hak berdasarkan
kontrak dan  peraturan perundang-
undangan, sedangkan penguasaan negara
atas  sumber daya migas  tetap
dipertahankan.

Sementara itu, sektor kehutanan memiliki
karakteristik khusus karena hutan tidak
hanya bernilai ekonomi, tetapi juga
memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya,
dan hidrologis. Pengaturannya antara lain
berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan dan PP Nomor 23
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan. Investor asing yang melakukan
kegiatan di kawasan hutan harus
memperoleh dasar legal dan perizinan yang

sesuai serta tidak dapat mengubah status
kawasan hutan secara sepihak.

B. Kepastian Hukum Bagi Investor
Asing Terhadap Perubahan Regulasi
Dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam Di Indonesia

Kepastian hukum merupakan salah satu
unsur penting dalam menciptakan iklim
investasi yang sehat, khususnya bagi
investor asing yang umumnya melakukan
investasi dalam jangka menengah dan
panjang. Kepastian hukum tidak hanya
berkaitan dengan keberadaan peraturan
tertulis, tetapi juga mencakup kejelasan
norma, konsistensi penerapan, stabilitas
kebijakan, transparansi prosedur,
perlindungan terhadap hak yang diperoleh
secara sah, serta tersedianya mekanisme
penyelesaian sengketa yang efektif. Dalam
sistem hukum Indonesia, kepastian hukum
berlandaskan  prinsip negara hukum
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu,
setiap  tindakan  pemerintah  yang
memengaruhi hak dan kewajiban investor
harus memiliki dasar hukum, dilakukan
oleh pejabat yang berwenang, mengikuti
prosedur yang tepat, serta dapat diuji
melalui mekanisme hukum.

Dalam sektor sumber daya alam, kepastian
hukum memiliki karakteristik khusus
karena negara memiliki kewenangan
konstitusional berdasarkan Pasal 33 ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945 untuk menguasai
bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya demi sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Dengan demikian,
kepastian hukum bagi investor asing tidak
dapat dimaknai sebagai jaminan bahwa
peraturan akan berlaku tanpa perubahan.
Negara tetap memiliki kewenangan untuk
mengubah regulasi demi kepentingan
umum, perlindungan lingkungan,
kepentingan masyarakat, ketahanan energi,
penerimaan negara, dan keberlanjutan
sumber daya alam. Yang perlu dijamin
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adalah bahwa setiap perubahan regulasi
dilakukan berdasarkan kewenangan yang
sah, prosedur yang jelas, transparan,
rasional, dan proporsional serta tetap
memperhatikan  hak-hak  yang telah
diperoleh secara sah oleh investor.

Perubahan rezim perizinan merupakan
salah satu persoalan penting dalam
kepastian hukum investasi sumber daya
alam. Penerapan perizinan berusaha
berbasis risiko melalui PP Nomor 28 Tahun

2025 dimaksudkan untuk
menyederhanakan prosedur dan
meningkatkan kepastian pelayanan

investasi. Namun, kepastian hukum dapat
terganggu apabila terdapat perbedaan
antara undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan menteri, kebijakan
teknis, dan praktik pejabat yang berwenang.
Oleh karena itu, perubahan regulasi harus
disertai ketentuan peralihan yang jelas,
terutama mengenai keberlakuan izin lama,
kewajiban penyesuaian, jangka waktu
penyesuaian, dan perlakuan terhadap
proyek yang telah memperoleh pembiayaan
atau sedang berada dalam tahap
pembangunan.

Dalam sektor pertambangan mineral dan
batu bara, kepastian hukum menjadi
semakin penting karena kegiatan usaha
membutuhkan modal besar, teknologi, serta
jangka waktu investasi yang panjang.
Perubahan regulasi melalui berbagai
perubahan UU Minerba, termasuk UU
Nomor 2 Tahun 2025, dapat memengaruhi
kewenangan pengelolaan, wilayah
pertambangan, perizinan, hilirisasi, peran
BUMN, divestasi, lingkungan, dan
keberlanjutan operasi. Bagi investor yang
telah memperoleh izin  berdasarkan
peraturan sebelumnya, perubahan regulasi
perlu memperhatikan status hak dan
kewajiban yang telah timbul secara sah.
Ketentuan peralihan dan masa penyesuaian
menjadi instrumen penting agar perubahan
kebijakan tidak menimbulkan
ketidakpastian yang berlebihan.
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Kepastian hukum juga mempunyai karakter
khusus dalam pengelolaan sumber daya air.
Air berkaitan langsung dengan kebutuhan
dasar masyarakat sehingga pengelolaannya
tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan
komoditas ekonomi biasa. UU Nomor 17
Tahun 2019 menempatkan sumber daya air
dalam kerangka penguasaan negara dan
pemanfaatannya  untuk  sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Investor dapat
berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi
yang berkaitan dengan air sepanjang
memenuhi  persyaratan hukum, tetapi
keterlibatan ~ tersebut  tidak  boleh
menghilangkan tanggung jawab negara
dalam menjamin kepentingan masyarakat
terhadap sumber daya air. Dengan
demikian, kepastian hukum investor harus
berjalan seiring dengan perlindungan
terhadap kepentingan publik.

Sektor kehutanan juga menunjukkan
kompleksitas kepastian hukum karena
berkaitan dengan kepentingan ekonomi,
lingkungan,  masyarakat adat, dan
pembangunan. Investor asing harus
memperhatikan status kawasan hutan,
perizinan, tata  ruang,  persetujuan
lingkungan, serta hak masyarakat hukum
adat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-X/2012 menegaskan kedudukan
hutan adat sebagai hutan yang berada dalam
wilayah masyarakat hukum adat dan bukan
bagian dari hutan negara. Oleh karena itu,
investor perlu melakukan pemeriksaan
hukum secara menyeluruh sebelum
melakukan investasi, termasuk terhadap
status tanah, potensi klaim masyarakat adat,
tata ruang, dan status kawasan hutan.
Kepastian hukum tidak berarti menjamin
investor selalu memperoleh akses terhadap
kawasan hutan, tetapi menjamin bahwa
proses pemberian  akses  dilakukan
berdasarkan aturan yang jelas dan
memperhatikan hak pihak-pihak yang
berkepentingan.

Persoalan lain yang penting adalah
penerapan  peraturan baru  terhadap
investasi yang telah memperoleh izin



berdasarkan  peraturan  lama. Pada
prinsipnya, perubahan regulasi yang
berlaku ke depan berbeda dengan
penerapan aturan secara retroaktif. Investor
yang telah memenuhi seluruh persyaratan
dan melakukan investasi berdasarkan
hukum yang berlaku pada saat izin
diterbitkan perlu memperoleh kejelasan
mengenai status hak dan kewajibannya.
Perlindungan tersebut tidak berarti bahwa
investor berhak mempertahankan seluruh
kebijakan lama, karena negara tetap
memiliki kewenangan untuk melakukan
perubahan regulasi. Namun, perubahan
tersebut sebaiknya disertai masa transisi,
penyesuaian, mekanisme keberatan, atau
bentuk perlindungan lainnya sesuai dengan
keadaan dan ketentuan hukum yang
berlaku.

Dalam hukum investasi dikenal pula
konsep legitimate expectations atau
harapan yang wajar investor. Konsep ini
berkaitan dengan kepercayaan investor
bahwa negara akan bertindak secara
konsisten terhadap kerangka hukum dan
komitmen yang menjadi dasar investasi.
Dalam konteks Indonesia, konsep tersebut
tidak dapat dimaknai sebagai hak mutlak
investor untuk mempertahankan regulasi
lama. Harapan investor dapat menjadi lebih
kuat apabila pemerintah memberikan
jaminan atau representasi yang spesifik,
investor  telah  melakukan investasi
berdasarkan  jaminan  tersebut, dan
perubahan dilakukan secara tiba-tiba tanpa
masa transisi yang memadai. Sebaliknya,
harapan investor lebih terbatas apabila
regulasi sejak awal telah memberikan
kemungkinan adanya perubahan kebijakan
atau apabila sektor yang bersangkutan
memang memiliki karakter regulasi yang
dinamis.

Kepastian hukum juga sangat dipengaruhi
oleh harmonisasi peraturan perundang-
undangan. Investor asing dalam sektor
sumber daya alam dapat berhadapan
dengan berbagai peraturan mulai dari
undang-undang, peraturan pemerintah,
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peraturan presiden, peraturan menteri,
peraturan lembaga, hingga kebijakan
administratif. Berdasarkan prinsip lex
superior derogat legi inferiori, peraturan
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain
harmonisasi vertikal, diperlukan pula
harmonisasi horizontal antarsektor karena
kegiatan investasi sumber daya alam sering
berkaitan dengan kehutanan, lingkungan
hidup, tata ruang, energi, ketenagakerjaan,
perpajakan, dan pemerintahan daerah.
Ketidaksesuaian ~ antarregulasi ~ dapat
menimbulkan ketidakpastian bagi investor
meskipun masing-masing regulasi secara
terpisah memiliki dasar hukum.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik
juga memiliki peranan dalam memberikan
kepastian hukum bagi investor.
Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014
tentang  Administrasi  Pemerintahan,
tindakan pemerintah harus memperhatikan
antara lain asas kepastian hukum,
kecermatan, keterbukaan, kemanfaatan,
ketidakberpihakan, dan larangan
penyalahgunaan  kewenangan.  Dalam
melakukan  perubahan regulasi  atau
mengambil keputusan yang memengaruhi
investasi, pemerintah perlu menjelaskan
dasar kewenangan, tujuan perubahan,
dampaknya terhadap kegiatan usaha, serta
mekanisme transisi. Asas kecermatan juga
mengharuskan pemerintah
mempertimbangkan dampak perubahan
terhadap investasi yang telah berjalan,
termasuk terhadap aset, pembiayaan,
tenaga  kerja,  kontrak,  kewajiban
lingkungan, dan hubungan dengan
masyarakat.

Kepastian hukum juga ditentukan oleh
tersedianya  mekanisme  penyelesaian
sengketa yang efektif. Sengketa investasi
sumber daya alam dapat berupa sengketa
administratif, perdata, tata usaha negara,
lingkungan, maupun sengketa investasi
internasional. Investor dapat menggunakan
mekanisme penyelesaian sengketa sesuai
dengan jenis sengketa dan dasar hukum



Yol. 16 No. 5 (2026): Lex Crimen- Sept

yang berlaku, termasuk pengadilan atau
arbitrase dalam kondisi tertentu. Namun,
penyelesaian sengketa seharusnya menjadi
langkah terakhir. Pencegahan sengketa
melalui konsultasi, pemberitahuan
perubahan  regulasi, masa transisi,
mekanisme keberatan, dan renegosiasi
dapat menjadi instrumen yang lebih efektif
dalam  menjaga  hubungan  antara
pemerintah dan investor

Perlindungan hukum bagi investor dapat
dilakukan secara preventif maupun represif.
Perlindungan preventif dapat berupa
konsultasi publik, transparansi rancangan
peraturan, analisis dampak, ketentuan
peralihan, pemberitahuan, masa transisi,
dan mekanisme keberatan administratif.
Sementara itu, perlindungan represif
diberikan setelah terjadi pelanggaran atau
sengketa melalui mekanisme administratif,
peradilan, arbitrase, atau mekanisme
penyelesaian sengketa lainnya. Efektivitas
perlindungan tersebut bergantung pada
independensi lembaga  penyelesaian
sengketa, kejelasan kewenangan, kecepatan
proses, kemampuan melaksanakan putusan,
dan konsistensi penerapan hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum bagi
investor asing terhadap perubahan regulasi
pengelolaan sumber daya alam di Indonesia
tidak berarti bahwa negara harus
mempertahankan regulasi lama secara
permanen.  Negara tetap  memiliki
kewenangan untuk melakukan perubahan
regulasi berdasarkan kepentingan nasional,
perlindungan lingkungan, kesejahteraan
masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya
alam. Namun, kewenangan tersebut harus
dilaksanakan  berdasarkan  konstitusi,
peraturan perundang-undangan, prosedur
yang sah, asas pemerintahan yang baik,
serta prinsip proporsionalitas. Kepastian
hukum pada akhirnya terletak pada adanya
kejelasan aturan, konsistensi penerapan,
transparansi, perlindungan terhadap hak
yang diperoleh secara sah, ketentuan
transisi yang jelas, serta tersedianya
mekanisme penyelesaian sengketa yang
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efektif. Dengan keseimbangan tersebut,
kepentingan investor asing dan
kewenangan negara dalam mengelola
sumber daya alam dapat berjalan secara
beriringan.

PENUTUP
A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh melalui
penelitian ini telah dilakukan adalah
sebagai berikut :

1.  Pengaturan hukum mengenai
investasi asing dalam pengelolaan
sumber daya alam di Indonesia telah
memiliki dasar hukum yang cukup
kuat, terutama melalui UUD NRI
Tahun 1945, UU Penanaman Modal,
serta peraturan sektoral terkait
sumber daya alam. Investasi asing
diperbolehkan untuk mendukung
pembangunan ekonomi, tetapi tetap
harus memperhatikan kepentingan
nasional, penguasaan negara atas
sumber daya alam, perlindungan
masyarakat, kepastian hukum, dan
kelestarian lingkungan hidup.

2. Kepastian hukum bagi investor asing
terhadap perubahan regulasi dalam
pengelolaan sumber daya alam di
Indonesia pada dasarnya telah
dijamin melalui berbagai peraturan
perundang-undangan. Namun,
perubahan regulasi yang cukup
dinamis dapat menimbulkan
ketidakpastian bagi investor,
khususnya terhadap investasi yang
telah berjalan. perubahan regulasi
harus dilakukan secara transparan,
konsisten, proporsional, dan
memperhatikan hak investor yang
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telah diperoleh secara sah, tanpa
mengurangi kewenangan negara
untuk mengelola sumber daya alam
demi kepentingan nasional,
kesejahteraan =~ masyarakat,  dan
perlindungan  lingkungan  hidup.
Dengan demikian, kepastian hukum
dapat tercapai melalui keseimbangan
antara perlindungan investasi asing
dan kepentingan negara dalam
pengelolaan sumber daya alam.

B. Saran

Saran yang diperoleh melalui penelitian
ini telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu memperkuat dan
menyederhanakan pengaturan
investasi asing dalam pengelolaan
sumber daya alam agar lebih jelas,

konsisten, transparan, dan
memberikan kepastian hukum bagi
investor, hendaknya  mematuhi

seluruh peraturan perundang-
undangan  Indonesia, khususnya
terkait  perizinan,  perlindungan
lingkungan hidup, dan kepentingan
masyarakat  dalam  pengelolaan
sumber daya alam. Terhadap
investasi asing agar pemanfaatan
sumber daya alam tetap berorientasi
pada kepentingan nasional,
kesejahteraan =~ masyarakat,  dan
kelestarian lingkungan hidup.

2. Perlu menjaga konsistensi dan
transparansi ~ dalam  perubahan
regulasi pengelolaan sumber daya
alam serta memberikan ketentuan
peralihan yang jelas agar kepastian
hukum bagi investor asing tetap
terjamin. menyesuaikan kegiatan
investasinya dengan setiap perubahan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta tetap ~memenuhi
kewajiban terhadap negara dan
lingkungan hidup serta
menyeimbangkan kepentingan
investasi dengan kepentingan
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nasional, kesejahteraan masyarakat,
dan kelestarian sumber daya alam
agar perubahan regulasi tidak
menimbulkan ketidakpastian hukum
maupun kerugian bagi investor.
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